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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Jika item bergerak dan tidak bergabung secara Wanprestie, Anda memiliki 

kekuatan kontrak yang tepat. Akan tetapi, menurut Pasal 1313 

KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan secara tertulis atau lisan 

yang dibuat dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji untuk 

mentaati apa yang tersebut dalam kesepakatan bersama. Pada dasarnya 

syarat sahnya suatu kontrak ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata 

yakni: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. 

Maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat mengenai 

hal-hal pokok dalam perjanjian. Namun pada kenyataannya perjanjian 

tersebut tidak dapat disimpulkan oleh salah satu pihak atau dapat dianggap  

wanprestasie.  Wanprestasie adalah “Suatu keadaan dimana seorang 

debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi 

sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Cacat mungkin atau 

mungkin tidak terjadi dengan sengaja. Kegagalan dapat terjadi dalam 

bentuk berikut: Benar-benar gagal. Kinerja tidak lengkap; kemajuan 

lambat; melakukan hal-hal yang tidak diizinkan kontrak. 

2. Keabsahan dan penempatan perjanjian peralihan hak atas tanah dengan 

jual beli ini dilihat dari segi keabsahannya, yaitu penjualan itu dilakukan 

secara tersirat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 
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1457 KUHPerdata yang menyebutkan: ”jual beli adalah suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah 

dijanjikan”. Artinya setelah adanya kesepakatan dan perjanjian antara 

kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu penjual memiliki kewajiban 

untuk menyerahkan barang yang dijualnya, dan kewajiban si pembeli 

membayar harga barang sebagai imbalan haknya. Dan sesuai dengan Pasal 

1458 KUHPerdata menegaskan bahwa: ”jual beli dianggap telah terjadi 

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai 

sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya” 

B. Saran 

Selesainya penulis melakukan penelitian serta menganlisis data yang 

diperoleh, terdapat beberapa hal yang disarankan penulis antara lain: 

1. Diperlukan adanya pencerahan asal masyarakat, supaya tidak melakukan 

jual beli pada bawah tangan, sebab di akhirnya akan merugikan para pihak. 

2. Diharapakan kepada seluruh elemen warga , supaya sekiranya melakukan 

transaksi jaul beli menggunakan akta otentik yang dilakukan dihadapan 

pejabat yang berwenang atau dihadapan Notaris, dan tidak lagi melakukan 

perjanjian jual beli dibawah tangan. 

3. Diharapakan bagi semua rakyat yang belum memilki sertifikat, agar 

sekiranya kalaupun sudah punya biaya sesegera mungkin mendaftarkan 

tanahnya buat memperoleh sertifikat, yang dimana sertifikat tersebut 

menjadi indera bukti kepemilikan tanah yang legal dari Undang-Undang 
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serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah. 

4. Pemerintah setempat wajib memperhatikan perjanjian jual beli di bawah 

tangan atas objek jaminan fidusia memang lebih efektif dibandingkan 

menggunakan proses penyelesaian lainnya. namun apabila tidak ada 

regulasi yang mengatur secara tegas, maka tentunya akan dapat 

menyebabkan konkurensi dikemudian hari. 
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